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Karena masalah yang menyangkut wanprestasi perjanjian pokok (kredit) dengan jaminan (bipotek) kapal
masih langka sekali yang diselesaikan melalui badan peradilan (Pengadilan), dengan demikian sampai saat
ini belum merupakan problema hukum yang menuntut pembahasan tersendiri (khusus) di lingkungan
peradilan. Sehingga masalah hipotek kapal tidak berkembang seperti halnya hipotek pada umumnya (tanah).

Adapun penyebabnya menurut pendapat penulisa antara lain adalah:

1. Pemberian pinjaman dalam bentuk perjanjian kredit dengan jaminan kapal di anggap rnengandung resiko
yang lebih besar jika dibanding dengan perjanjian kredit dengan jaminan lainnya (tanah)
2. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kurang atau tidak memahami peraturan-peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu timbulah suatu persepsi dikalangan kreditur sebagai pemilik modal bahwa eksekusi
penjualan lelang (Executorial Verkoop) hipotek kapal kurang memberi kepastian (jika dihubungkan dengan
sita eksekusi). Sehingga pada akhirnya penulis berpendapat bahwa mengenai masalah perjanjian kredit,
dengan jaminan kapal, perlu kiranya diatur secara khusus tanpa bermaksud mengesampingkan prinsip-
prinsip keterbukaan dari hukum perjanjian. Sebab menurut pendapat penulis kapal sebagai obyek hipotek
mempunyai sifat dan fungsi yang sama sekali berbeda dengan benda obyek hipotek lainnya (tanah).

Apalagi mengingat peraturan perundangan yang berlaku saat ini adalah merupakan warisan pemerintah
colonial Belanda. Maka sebagai konsekuensinya banyak peraturan perundangan produk kolonial Belanda
pada waktu itu, semata-mata hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemerintah colonial
Belanda sgja.

Namun demikian sgjak diproklamirkannya Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945) dan ditetapkan undang
undang dasar 1945 (18 Agustus 1945) berdasarkan pasal |1 Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan
perundangan produk pemerintah kolonial Belandaini masih tetap berlaku sebelum ada peraturan baru yang
menggantikannya.

Adapun ratio dari pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 ini adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan
hokum (recht vacuum). Tetapi sebagai konsekuensinya situasi yang demikian ini telah

meni mbulkan/menciptakan sesuatu keadaan yang dilematis dibidang hukum. Sedangkan kebutuhan hukum
yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat saat ini sudab sangat maju, sehingga peraturan
perundangan yang berlaku khususnya mengenai hipotek kapal menurut pendapat penulis perlu kiranya untuk
disempurkana agar lebih sesuai dengan tujuan hukum nasional.
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